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Wilayah: Kabupaten Batang

Halaman 6

Banjiran Miliaran, Kaliboyo Ratusan Juta

BATANG - Duit dana desa Kabupaten Batang pada tahun
2019 ini sebesar Rp 192,3 M. Tahun sebelumnya, hanya Rp
168,4 M. Ada kenaikan 14 persen atau setara Rp 23,9 M. Dana
itu akan dicairkan dalam tiga tahap. Pertama 20 persen atau
setara Rp 38, 4 M, tahap dua 40 persen setara Rp 76,9 M dan
tahap tiga 40 persen setara Rp 76,9 M. Dari 239 desa penerima
DD, Desa Banjiran Kec Warungasem menjadi penerima DD
terbesar tahun ini, yakni Rp 1,3 M. Sementara paling kecil Desa
Kaliboyo, Kec Tulis yakni Rp 7074 juta.

Selain duit dana desa, Pemkab Batang juga menambah Alo-
kasi Dana Desa (ADD) untuk 2019. Jika pada 2018 ADD hanya
sebesar Rp 81,1 M, maka tahun ini ADD naik menjadi Rp 84,9 M.
Ada kenaikan Rp 3,7 M atau 4,6 persen. Harapanya, pemerintah
desa bisa mengakomodir pembangunan yang lebih luas diband-
ing tahun sebelumnya. Penggunaan seluruh dana yang dikelola
pemerintah desa harus bisa dipertanggungjawabkan.

Sementara, pencanangan APBDes serentak pada 21 Maret
lalu belum sepenuhnya dilakukan desa-desa di Kabupaten
Batang. Buktinya, sampai akhir April, masih ada 43 desa yang
belum mengajukan dokumen pencairan dana desa (DD), gara
gara belum rampung menyusun APBDes. “Yang mengajukan
pencairan baru 140 desa. Jadi masih ada 43 desa yang belum
ajukan pencairan dana desa tahap pertama,” terang Sekretaris
Dispermades Batang, Achmad Fathoni SE.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencatat, baru
56 desa dari total 239 desa yang merampungkan APBDes dan
mencairkan DD tahap pertama. Batas maksimal pencairan dana
desa tahap pertama dibatasi sampai minggu ketiga bulan Juni
2019. Dispermades mengharap agar para kades secepatnya
merampungkan APBDes dan mengajukan pencairan. (jpnn/dik)
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